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PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

o 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati

tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di
provinsi Maluku ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor

155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5495 );



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587),
sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan,
terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539), sebagaimana
telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018
Nomor 157);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN

ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Seram Bagian Barat;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD
adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seram
Bagian Barat;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Seram Bagian Barat;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau yang
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;



10.

11.

12.

13.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa;
Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening
tempat menyimpan uang Pemerintahan Daerah yang menampung seluruh
Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Daerah pada Bank yang ditetapkan;
Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui
rekening kas desa;
Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang
ditetapkan.
BAB 1L
PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Pendapatan Desa bersumber dari:

a.

Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;

Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima kabupaten;

Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi
dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 3



Seluruh pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diterima dan

disalurkan melalui rekeing kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam

APB Desa.

(1)
(2)

BAB III.
PENYALURAN ADD

Pasal 4
Alokasi Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa;
Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

cara pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

Pasal 5

Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2)

dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan
Juni sebesar 40% ( empat puluh persen );

Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ketiga bulan
Juni sebesar 40% ( empat puluh persen ); dan

Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen ).

Pasal 6

Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan
setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Alokasi Dana Desa tahun anggara sebelumnya dari Kepala Desa
dan Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;

Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan
setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Alokasi Dana Desa tahap I dari Kepala Desa;

Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan
setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa;

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa
sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75%



(tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan

paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 7

(1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak
menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan /atau laporan
realisasi penyerapan dan capaian output tahun sebelumnya dan Tahap I
sampai dengan Tahap II tahun berjalan,;

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai
dengan disampaikannya Peraturan Desa tentang APBDesa dan /atau
laporan realisasi penyerapan dan capaian output tahun sebelumnya dan

Tahap I sampai dengan Tahap II tahun berjalan.

BAB IV.
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

(1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk membiayai Penyelenggaran
Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan, dan
Pemberdayaan Masyarakat dan ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Desa;

(2) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa yang
ditetapkan oleh Peraturan Bupati dan dituangkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Desa;

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa diutamakan
dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku
lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari

masyarakat Desa setempat.



BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram

Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 25 Februari 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO
Diundangkan di Piru

pada tanggal 25 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUP RAM BAGIAN BARAT

RUSLAN NAI, S.Sds, MH
Pembina
NIP. 19700711 200312 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR
0198



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

UMUM

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima
kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ADD setiap tahun anggaran
paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten dalam Anggaran dan Belanja Daerah setelah dikurangi
dana alokasi khusus.

Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap
kepala Desa dan perangkat Desa, dan jumlah penduduk Desa, angka
kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
Olehnya itu dalam rangka transparansi, akuntabel, efektif dan efisien
penyalurannya, dibutuhkan tata cara pembagian Alokasi Dana Desa
sebagai pedoman dalam penyalurannya dan perlu diatur dengan Peraturan
Bupati.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas



Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas






